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ABSTRAK

Gambaran praktik historis menunfukkan bahwa persoalan format Pemllu apakah melalui
sistem distrik atau proporsional sepearti yang akhir-akhir inf ramai dibicarakan orang tidak
menjadi masalah dalam Islam. Para yuris Islam (fugaha) kemudian memformulasikannya
secara konseptual dalam berbagai HHteratur figh yang blasanya dikaitkan dengan
pembahasan masalah wakalah (lembaga perwakilan). Dalern perspekiif figh, unsur-unsur
yang harus terpenuhi dalam lembaga perwakilan itu adalah muwakiil (orang yang
memberikan mandat), wakil (orang yang mendapatkan mandat/mandataris), muwakkil h
(segala urusan yang dipercayakan kepada seorang mandataris), sighat (ikrar), dan ta'yin,
yalu penentuan figur kandidat yang akan menduduki pariemen. Untuk konteks Indonesia,
bila mengacu kepada referens! figh lebih dekat mengarah kepada penggunaan sistern
distrik karena dalam sistem inf ada unsur ta'yin yang jelas, antara pemberi mandat dengan
seorang mandataris sama-sama saling mengetahui terjadinya fjab kabul dalam paristiwa
bai'at, serta terjalinnya hubungan yang baik antara Uli al-Amvi dengan rekyatnya karena

adanya kelerikalan langsung.

Pendahuluan

Polemik tertang sistem Pemilihan Umum
(Pemilu) belakangan ini mencusat lagi ke
permukaan selring dengan derasnya arus
reformasi. Polemik ini sebenamya telah me-
ngemuka ketika mantan Presiden Soeharto
menginstruksikan kepada Lembaga (Imu
Pengetahuan Indonesia (LIPI) bersamaan
dengan pelantikan DR. Soefyan Tsauri
sebagai ketua LIPI menggantikan Prof, DR,
Samaun Samadiiam pedatanggal 21 Februari
1885, untuk menelit sistern Pemilu yang
bagaimanakah yang sekiranya cocok dan
baik serta dapat diterapkan di Indonesia;
sistem proposional, atau sistem distrilc.,

LIPl menanggapi penugasan kepala
negara itu sebagal perintah untuk mensliti
sistem alternatif dari sistem propersional
yang dianut ke sistem distrik. Menurut se-
bagian pengamat, sistem distrik dianggap
Ishih baik daripada sistem proporsional, T.
John C. Pasaribu,' salah seorang staf pe-
neliti LIPY, menjedaskan, kalau dengan sistem
distrik masih dijumpai adanya kendala lain,
maka ekan dilakukan kombinas! sedamildan
rupa di antara keduanya sehingga dapat
diketahui apakah sistem Pemilu yang l[ama
memiliki banyak kelemahan, dan oleh ka-
renanya harus diganti. Lain lagi dengan Arbi
Sanit? pengamat politik dari Universitas
Indonesia yang menyatakan bahwa Pemily

'T. John C. Pasaribu dalam PANJIMAS No. 821, Tahun XXXV, 8 - 19 Syawal 1415 H, 11-20

Margt 1885, him, 25.
tbid, him, 25

60

JURNAL HUKUM



“Figh Pemil’ dalam Wawasan Histerls (Kontribusi Mods! Pemilu di Era Reformasi)

di Indonesia banyak menghadagi perscalan
terutama aplikasi dari sistem PEMILU pro-
porsional yang lahir pada tahun 1965 hanya
menghasilican wakil rakyat yang terkontrol
dan berpihak kepada penguasa bukan
kepada rakyat. Hal ini merurutnya, disebab-
kan karena sistemnya sangat elitis dan tidak
populis. la menjelaskan artara sistem distrik
dan sistem proporsional tidak bisa digabung
karena prinsip dan langkahnya berbeda. Jikka
dengan sistem proporsional yang menjadi
dasar perhitungannya adalah wakil jumlah
penduduk, sedangkan patla sistemn distrik
tergantung pada luasnya daerah, kabupaten
atauwilayah hanya punya satu waldl. Dengan
demikian, menuruinya, anggapan yang me-
nyatakan bahwa sistern distrik itu lebih baik
daripada sistem proporsional adalah kurang
tepat. Oleh karena itu, la menyarankan hen-
daknya penelitian megenai sistem Pemilu
yang akan dilakukan oleh LIPi jangan hanya
kerangka sistem, tetapi carilah cara apa yang
disetujui oleh rakyat sehingga akan lahir
anggota DPR yang independen, mandir,
berpthak kepada rakyat, bukan anggota BPR
yang bergantung kepada pemerintah. Ke-
mudian ternyata, baru-baru ini tepatnya pada
tanggal 30 Juli 1888, LIPl momberikan
masukan kepada pemerintah orde refarmasi
bahwa sistemn Pemilu mendateng tatap meng-
gunakan sistem proporsional, tetapi yang
telah disempumakan,

Urgensl Pengangkatan Kepala Negara
(‘Aqd-Al-imamah)

Pengangkatan kepala negara dipandang
oleh para yuris Istam (fugaha) sebagai ke-
wajfhan yang harus dilaksanakan. Kewsjiban

ini adakalanya didasarkan pada portim-
bangan akal (wafib ‘eqly) ateu hukum syard
(wafib syar') atau sekaligus kedua-duanya
pertimhangan akal dan hukum syara’. Go-
longan yang mendasarikan kewajiban peng-
angkatan kepala negara atas perfimbangan
akal, berargumentasi bahwa dalam kon-
sensus pam pakar dapat menerima adanya
keharusan seorang kepala negara yang men-
cogah masyarakat saling berbuat ahalim,
serta mereka dalam kasus-kesus
yang dipersselisinkan. Tanpa kehadiran se-
orang kepala negara niscaya masyarakat
menjadi kacau, terbengkalai, dan terjadi
konflik yang berkepanjangan dangan sia-
sia® Sedangkan golongan yang mendasar-
kan kewafiban pengangkatan kepala negara
atas perimbangan syard menyatakan bahwa
seprang kepala negara yang menjalankan
perintah-perintah agama memang dapat
dibenarkan oleh akal, akan telapi tidak
bernilai ibadah karena pertimbangan akal
hanya mewajibkan seorang kepala negara
sekadar untuk mencegah imbulnya saling
berbuat dhalim sehingga tercipta masyara-
kat yang berkesadaran hukum berdasarkan
tuntutan ragional. Sementara hukum syara’
datang menyerahkan persocalan-persoalan
tersebut (pencegahan kedhaliman dan saling
merusak) kepada pengelola negara atas
dasar agama, sghagaimana firman Allah
dalam Q.S. Al-Nisa (4): 59.4

Terlepas dari dialeldika apakah wafibnya
pengangkatan kepala negara atas pertim-
bangan akal ataukah syara’, yang jelas pan-
dangan yang mendasarkan pada pertim-
bangan kedua-duanya {akal dan syara’)
merupakan pendapat yang diikuti oleh
mayoritas para yuris Islam (umhura--Fugaha)),

SMuharemad Yusuf Musa, Nidhomn al-Huien fi al-lslam, Ma'had al-Dirasat al-"Arablyah al-

"Aliayh , Kairo, 1962, him. 19,
Alhid., him. 20
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apalagi hal inl secara akal sama salali tidak
bertentangan dengan hukum syara’karena
syari'at Islam dengan seperangkat tujuan
hukumnya bersifat rasional. Terintegrasinya
antara akal dan syara’ itu kemudian dalam
sejarah perkembangan politik umnat Islam
di masa-masa awal telah menjadi kese-
pakatan para sahabat dan tabi'in dalam pro-
sesi pengangkatan kepala negara, sepertt
ketika Rasulullah wafat dengan segera me-
reka mengangkat Abu Bakardan menyerah-
kan kepada pemerintahan Abu Bakar untuk
mengurus persoalan mereka, demikian se-
terusnya sehingga tidak pernah rmasyarakat
dibiarkan kacau pada satu masa pun. Ates
dasar initah kemudian ada yang menyata-
kan bahwa wajibnya pengangkatan kepala
negara berdasarian jma’ (konsensus).
Namun secara yuridis syar’, tidak semua
orang layak menjadi secrang kepala negara
karena Jabatan ini mempunyai tugas besar
dan sangat penting. Al-Mawardi® misalnya,
menjelaskan secara rinci mengenai hal in
disertaj dengan uraian tentang tujuan-tujuan
yang diharapkan dari pelaksanaan tugas
seorang kepala negara tersebut, yaitu:
Pertama, menjaga prinsip-prinsip agama
yang sudah baku dan telah men|adi kon-
sansus umat terdahulu. Jika ada ahli bid'ah
atau orang sesat yang melakukan penye-
lewengan, maka ta berkewajiban untuk me-
luruskan dan menjelaskan yang benar, serta
menjatuhian hbkuman fadatas
nya, agar dapat memelihara agama dari
kerusuhandan mencegah umat darikesesatan.
Kedua, menerapkan hukum di ertara orang-
orang yang bersengketa dan menengahi
pihak-pihak yang bertentangan, sehingga
keadilan dapat berjalan dan pihak yang
dhalim tidak berani melanggar serta yang

teraniaya tidak menjadi lamah. Ketiga,
menjaga kawibawaan pemsrintzh sehingga
dapat mengatur kehidupan umat, membuat
suasana aman tertib serta manjamin ke-
selamatan fiwa dan harta benda. Kesmpat,
menegakkan hukum agar dapat memelfthara
garan dan menjaga hak-hak umat dari
tindakan yang bersifat destruktif, Kefima,
mencegah timbulnya kerusuthan di tengah
masyarakat (SARA) dengan kekuatan, se-
hingga tidak terjad! permusuhan terhadap
kehormatan atau manumpahkan darah se-
orang musfim atau non muslim yang tunduk
pada ketentuan Islam. Keenam, jinad me-
lawan musuh Isfarn setelah lehih dahulu di-
ajak untuk masuk atau menjadi orang yang
berada di bawah perlindungan islam guna
melaksanakan perintah Allah, menjadikan
Islam menang di atas agama-agama lain.
Ketujuh, menjaga hasil rampasan perang
dan shadaqah sesual dengan ketentuan
syari'al, baik berupa nashatau jihad dengan
tanpa rasa takut. Kedelapan, menatapkan
jumiah pendistribusian aset bait al-Mal de-
ngan cara tidak bores dan tidak kikir serta
diserahkan tepat pada waktunya. Kesam-
bilan, mencari orang-orang yang Jujur dan
amanat dalam menjalankan tugas-tugas
pengaturan harta yang dipercayakan kepada
mereka, agar pekerjaan-pekerjaan tersebut
ditangani secara profesionat dan harta ke-
kayaan dipegang oleh orang-orang yang
benar-benar jujur. Kesepuluh, selaly mem-
perhatikan dan mengikuti perkembangan
persoalan umat, agar dapat melakukan
penanganan secara baik dan memelihara
agama. Sebaliknya, tidak menyibukkan diri

Sal-Mawardi dalam Muhammead Yusut Musa, /bid., him. 74,
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dan orang yang lurus menjadi penipu se-
bagaimana firman Allah dalam Q. S. 38:28:
Wahal Dawud, sungaguh Kami jadikan kamu
khalifeh di atas bumi. Karena ftu, jalankan
hukurn dengan benar di tengah manusia,
Janganiah engkau mengikuti hawe nafsu,
niscaya engkau akan sesat dari jalan Allah.

Dari parmyataan ayat Alquran itu, beranti
Allah tidak bsrherti hanya memberi mandat
tanpa praktik, dan tidak hanya melarang se-
kedar mengikuti hawa nafsts, tetapi ditegaskan
bahwa mengikuti hawa nafsu sebagai per-
buatan sesat. Dengan demikian, meskipun
menurut hukum agama dan karena jabatan
khilafahnya ia menanggung kewejiban, aken
tatapi juga menjadi kewajibannya untuk
mengurus kepentingan setiap rakyatnya.
Dalam hal ini Nabi bersabda: Seffap kafian
adalzah penggembala (pemimpin) dan setiap
kalian bertanggung jawab atas gembalaan-
nya (kepemimpinanriya).

Olsh karena itu, ssorang yang hendak
diangkat menjadi kepala negara (khalifah)
harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:®
1) al-Islam, yakni sebagai syarat pokok
seorang khalifah haruslah ia beragama Islam,
dan tidak mungkin seorang kafir menjadi
seorang khalifah bagi kaum muslimin. Haram
hukumnya bagi kaum muslimin mengangkat
orang yang di luar Islam sebagai pemimpin

mereka (Q. S. 328, Q. 8. 9.71,Q. 8. 8:73,
dan Q. 5. 4:141). Hal ini disebabkan tugas
seorang khalifah memang menuntut adanya
syarat ini, karena se¢lain ia berkewajiban me-
negakkan agama Islam juga berkewajiban
mengarahkan politik kenegaraan secara
Islaml.” Maka tidak patut tugas semacam ini
diserahken kepada orang yang bukan musfim.
2) al-'Agl, yakni berakal sehat dan telah
baligh serta tidak terganggu akalnya oleh
penyakit apapun, Oleh karena itu, anak yang
dli bawah umur atew orang yang tidak sempumna
akalnya dilarang untuk diangkat menjadi
kepala negara (khalifah). 3) al-Dzukurah,
yakni sgorang kepala negara (khalifah) di-
utamakan harus orang laki-laki. Karena tugas
seomng kepala negara (khalitah) mernuntut
kerja keras, tenaga yang melelahkan, akti-
vitas yang berkesinambungan, dan menga-
tur segala urusan negara. 4) al-Hurriyah,
yakni saorang kepala negara (khalifah) itu
harus merdeka dari segala bentuk perbudakan
atau di bawah kekuasaan dan pengendalian
orang lain ataupun suatu keluarga tertentu
(terbehas dari KKN). 5) al-’Adalah.? yakni
segrang kepala negara (khalifah) itu harus
adil karena fa menduduki suatu Jabatan yang
paling mulia di antara kedudukan yang me-
maerlukan sifat keadilan. 6) a-'lim,° yakni
seorang kepala negara {khalifah) harus me-

SAbdultah [bn Umar Ibn Sulaiman al-Damijl, a-imamah al-’Udhma ‘inda Ah! al-Sunnah wa_

akJama'ah, Dar al-Thayyibah, Riyadh, Arab Saudi, t. t., him. 187,
"Said Hawa, al-fsiarn, Jitid 11, Dar al-Turats al-'Arabiyi, Kairo, 1977, him. 173.
Bal-'Adalah (Keadilan) menurut para fugaha’, diantaranya Imam Nawawi menyatakan bahwa

keedilan itu harus terhiasi dengan kewajiban menghindari dari psrbuatan dosa, kekejian dan
soluruh hal-hal yang merusak harga dirt {murrah) manusia. Sebagian ulama menayaratkan
adil ini sshagai karakier bukan terpaksa, dan sebagian lagi menyatakan, pemaksaan dangan
sifat adil ini kalau dibiasakan akan menjadi karakter dan akhlak (Lihat: al-Mila! wa al-Nihal, Jilid
IV olsh As-Sahrastani, him. 167, Mugaddimah |bn Khaldun, him. 183, Bandingkan dengan al-
Ahkam al-Sufthaniyyah, oleh al-Farra, him, 625).

“Para fugaha’ memandang syarat al-'lim (berpengetahuan) int harus sampai pada tingkatan
mujftahid, Oleh karena itu, para fugaha’ belum mamandang cukup memenuhi syarat, fika tingkat
pengetahuan seorang kepala negara (khalifah) baru sampai pada taraf mugallid, meskipun ada
ulama lain yang membolehkan secrang mugaliid menjadi kepala negara (khalitah), tidak harus
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miliki pengetahuan yang luas, dan pengeta-
huan pertama yang harus dimiliki ialah
pengatahuan Istam karena tugasnya adalah
menegakkan dan melaksanakan Islam serta
mangarahkan pelitik kenegaraan sesuai
dengan ketentuan Islam. 7} al-Ra’yuwa al-
Hikmah, yakni keahtian memahami segala
kejadian dan mampu mencarikan Jalan
ketuar yang terbaik bagi segala kesulitan
yang menimpa negara dan rakyat. Atau de-
ngan lain perkataan, seorang kepala negara
(khalifah) harus mempunyat kecerdikan dan
kejelian yang tinggi dalam mengamati segala
masalah yang menyangkut negara dan
rakyat. 8) al-Kafa'ah al-Nafsiyah wa al-
Jismiyah, yakni keberanian, kelapangan
dada, kesabaran, kekuatan pendirian yang
benar, istigamah dalam kebenaran, dan
mampu memimpin umat Islam. Selain itu,
juga harus berbadan sehat dan tidak cacat
sehingga tidak mengalami kendala dalam
menjalankan tugas sehari-harinya sebagai
seorang kepala negara. 9) Tidak berambisi
untuk menduduki kursi kepala negara (kha-
lifah), dengan lain perkataan tidak mencalon-
kan dirt urtuk menjabat jabatan apapun
dalam pemerin-tahan. Hal ini karena ada
riwayeat yang menyatakan bahwa ketika dua
orang laki-laki dari golongan Abu Musa al-
Asy'ari meminta untuk menjadi pemimpin,
maka Rasulullah bersabda: Sesungguhnya
Kami tidak akan mengangkat seorang

pefabat yang berambisi menduduki jabatan
inf atau yang meminta untuk diangkat (HR.
Bukhari dan Muslim). 10) al-Quralsyiyah,
yakniseorang kepale negara (khalitah} harus
berasal dari suku Quraisy karena ada hadits
Nabi yang menyatakan dengantegas: Akan
terus menerus perkara Inf ada pada orang
Quralsy selama orang Quraisy rmasih ada
meskipun hanya dua orang (HR. Bukhari
dan Muslim). Meskipun demikian, menurut
penafsiran |bn Hajar al-'Asgalani, hadits
tersebut bukanlah semata-mata menafikan
sama sekall urusan mamah ini dipegang
oleh selain orang Quraisy.* Selain itu, me-
ngenai persyaratan yang keseputiuth int ba-
nyak kalangan yang menolaknya seperti
golengan Khawarij, Mu'tazilah, Asy'ariyah,
dan beberapa penulls kentemporer lainnya
seperti Syeich Muhammad Abu Zahrah,
Abbas Mahmud el-'Aqqgad, DR. Ali Husni al-
Charbuthall, bahkan mereka int sampai be-
rani mettyatakan hahwa hadits-hadits tantang
pérsyaratan Quralsyiyah ini adalah hadits-
hadits paisu.

Mekanisme Pemilu pada Perlode
Khalitah Rasyldah

Dalam (teratur Figh Styasah, pengang-
katan kepala negara (khalifah) yang lazim
dikenal dengan konsep bai'at'! dilakukan se-
telah melalui pemilihan umum yang bebas,

seorang muftahid. Selain itu, secrang kepala negara {khalifah) juga belum

memenuhi syarat, jika hanya 'ba etahuanhuh;mlslamsa 1
! ok ya bemengetahuan ﬁn;% dflengkapi de
&ejamhnagara-negara, Undang-undang

lainnya. 1a harus seorang lntelek
parj Tia?uﬁ rjan Hegiy Ig?ai ral, ﬂliﬁk,
an ian mu e]
st nl” eoé al-Muhaﬂa,JﬂﬁdB?.hlm
a arn

, al-Milal v?: al-
ah oleh al-Mawardi, him. 4 dan aI-Farm him. 5).

culup

pi wajih memilild Trmu-itmu
an ilmu-itmu
nternasional,
angan antar negara (lthat ak
Jilid IV, him. 168, al-Ahkam

arah, dan

lhn ‘lar alAsgalani, Fath al-Bar, \sa al-Bab al-Halahi, Mesir 1859, him. 117,

"Esensi konsap bai'at dalam teor

F!qh Slyasah diartikan sebagai akad (transaksi) antara

dua pihak: Pihek pertama, pemimpin dicalonkan untuk memimpin n ara. Pemrmpln ftu
sandirf berbalat kepada hulggn Allah, yS?xnrgmh dan nasihat orang-o ragg o g;hak
lainnya adalah orﬂas pemhal’at untuk taat, sepanjang hal Itu masih da!am batas-

ahdanﬂasulgga(
Wo a-Dauian, Dar of Fiks, Kairo.

Muhammad al-Mubarak, Nizham al-lslam al-Hukm
1, him. 301).
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tanpa ada paksaan atau intimidasi. Said
'Hawa,'? menyebutkan ada tiga tahapanyang

harus dilalui dalam pemilinan kepala negara

(khalifah): Periama, tahap pencalonan kepala
negara. Dalam hal ini khalifah sebelumnya
atau salah satu dari ahf al-Ra’yi® menca-
lonkan seorang Imam yang layak untuk
menduduli jabatan khalifah. Kedua, tahap
pemilihan dan penerimaan calon. Pada ta-
hap ini jika calon yang diajukan lshih dari
satu, maka anggota majfis syura memilih
seorang saja dar mereka atau menyetujul

saja pencalonan tersebut jika calonnya -

hanya satu. Hal ini pernah terjadi dalam
sejarah politik Islam, ketika ada kesepa-
katan diantara kaum muslimin atas penca-
lonan Abu Bakar setelah keputusan dibaca-
kan, Ketiga, tahap pembai‘atan. Tahap ini
sebenamya merupakan realisasi dari tahap
pemilinan. Oleh karena itu, keduanya tidak
dapat dipisahkan waktunya dalam arti bahwa
tahap pembai‘atan tersebut harus menyatu
dengan tahap pemilihan, seperti yang pemah
terjadi pada pembai'atan Abu Bakar yang
pada waktu itu dilakukan olgh Umar dan
diikuti oleh umat yang lain.

Bila diperhatikan pada pemilinan Abu
Bakar sebagai khalifah pertama di atas, ma-
ka mode! pemilihan seperti ftu merupakan
“sistam pemilihan langsung”. Cara yang
sama juga dilakukan ketika pengangkatan
Ali [bn Abi Thalib dan Hasan lbn Ali sebagai
Amir al-Mw’'minin. Pengangkatan yang

demikian itu pelaksanaannya dipimpin aleh
ahl-Halliwa al-Agdiagar tidak
dari ketentuan syariah lslamiyyah, baik
dalam menentukan calon khalifah maupun
dalam mengatur jalanmya pemikhan khalilah
tersebut.™

Model lain yang dikenal dalam sejarah
politik Istarmn adalah pengangkatan khalifah
melalui “sistem penunjukan”. Sistem peng-
angkatan inl pada dasamya baru dikenal
ketika pengangkatan Umar [bn Khatab yang
dilakukan oleh khalifah sebelumnya, Abu
Bakar sehingga secara otomatis Umar Ibn
Khatab menduduki kursi kekhilafahan se-
peninggal Abu Bakar, Sebagaimana dicerita-
kan oleh ibn Quteibah,' ketika Abu Bakar
sakit dan menolak untuk didatangkan se-
arang dokter, maka pada sast itu bellau ber-
wasiat urtuk mengangkat khalifah sepening-
gal beliay, pada saat itu beliau memanggil
Utsman [bn Affan dan memerintahkan urntuk
mencatat apa yang diucapkan dalam wa-
slatnya Ru yang isinya merupakan suatu
mandat untuk kepala negara yang berhak
menunjuk pengganti sebagai penenis ke-
kuasaannya. namun mandat tersebut tidak
berarti semata-mata tanpa persetujuan rak-
yat, tetapi terlebih dahulu dimusyawarahkan
kepada beberapa erang sahabat yang me-
nunggui Abu Bakar ketika sakit, kemudian
dilanjutkan dengan meminta persetujuan
pada sahabat Anshar maupun Muhafirin dan
temyata mereka manystujuinya.

28aid Hawa, Op. Cit, film. 153,

Sahi al-Aa'yi diartiken sebagai orang-orang yang berhak mengeluarkan pendapat. Menunut

Dhiya al-Din al-Rays, igtilah ini dirumuskan oleh para fugaha’ untuk sebutan bagi orang-orang
yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka yang tugasnya antara
Jain memilih khalifah secara langsung. Olsh karana itu, al-Maward! dalam bukunya al-Ahkam al-
Sulthaniyyah menyebutnya dengan istilah ah/ al-ikhtiyar (golongan yang berhak memilih).
Peranan golongan ini sangat penting untuk memilih salah seorang di antara ah! al-lmamah
(golongan yang berhak dipilih) untuk menjadi khatifah (Lthat: Muhammad Dhiya al-Din al-Rays,
ai-Nazhariyah al-Siyasah al-islamiyyah, Maktabah al-Anjlu al-Mishriyyah, Mesir, 12960, him
167-168).
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Makanisme pengangkatan khalifah
melalui sistern penunjukan ini dapat dilaku-
Kkan dengan dua cara:*? Pertama, “sistem Is-
tikhlaf”, yaitu khalitah yang sedang berkuasa
menunjuk calon khalitah penggantinya batk
seorang maupun lebih, Kedua, “sistern Wi-
layah al~"Ahdt®, yaitu khalifah yang sedang
herkuasa menetapkan salah seorang di
antara puteranya ataupun dari kalangan ke-
luarganya yang lain untuk menjad! khalifah
apabila ia wafat. Sistem ini dalam era se-
karang lazim disebut dengan "sistern putsra
mahkota®. Di antara kedua sistem Ini ter-
dapat perbedaan yang sangat mendasar.
Pada sistern Istikhlaf, pencalonan seseorang
yang telah ditunjuk oleh khalitah sebelumnya
untuk menggantikannya datam jabatan kha-
lifah harus mendapatian perseiujuan darimafis
syura. Sedangkan pada sistem wilayah al-
"Ahdi, seseorang vang telah ditunjuk oleh
khalifah sebelumnya untuk menduduld ja-
batan khalifah harus diterima bulat-bulat oieh

khalifah yang baru, dan oleh karenanya -

sistemini sangat bertentangandengan syariat
lslam. Tidak sedikit para pakar politik Is-
lam yang mengecam sistem yang kedua Inl.
fbn Khaldun misalnya, dengan tegas menge-
cam penggunaan sistern wiayah al-Afdiinl.
Monurutnya, penunjukan ofeh khalifah ter-
hadap putera-puteranya dan keturunannya

yang lain untuk menduduld jabatan khalifah

setelah ia walat adalah bukan darl ajaran
agama. Negara menurutnya adalah hak Al-
tah yang akan diberikan kepada hamba-

hambanya yang disukainya. Oleh karena
itu, harisizh memiliki niat yang bailk supaya
terhindar dari perbuatan jahat dan memper-
mainkan agama.” Sekallpun dalam teort
politik Sunni membolehkan pengangkatan
seorang kepala negara (khalifah) dengan
sistem wilayah al’Ahdi ini, tetapi itu pun
harus memsnuhi syarat segala prosedur
pemilihan khalifah, Selain itu, penggunaan
sistem ini hanya dibolehkan dalam kondisi
tertentu, misalnya untuk menghindari fitnah
di kalangan kaum musfimin ateu demi men-
jaga maslahat mereka dan bukan karena
kepentingan suatl keluarga tertentu etaupun
suku. Hal ini pun harus dilakukan dengan
persetujuan dan musyawarsh ahlal-Haliiwa
a’__w 18

Pemilu dalam Tinjauan Figh Sebagal
Model Alternatip

Berdasarkan paparan historis mengenai
suksesi kepemimpinan pada periode khilafah
Rasyidahdi ates, tampak jelas bahwa dalam
sejarah islam tidak pemah ada sistem
PEMILU yang baku. Pengangkatan empat
orang sahabat Nabi terkemuka itu menjadi
khalifah dipilih dan diangkat dengan cara
yang berbeda. Namun, mereka telah mem-
peraleh kekuasaannya dari suatu ketetapan
yang keluar dari ahf al-Syuradan ah! al-Halli
wa al~"Aqdi. Mereka telah memilinnya se-
bagai penguasa dengan kebebasan yang
sempumna dan dengan kehendak jama’ah
{mayoritas umat), setelah wafatnya Rasu-
lullah Muhammad SAW (khusus bagi Abu

uMuntoha, Modul Kuliah A-Siyasah I, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,

Yogyalkarta, 1995, him. 70.

*{hn Qutalbah, a-imamah wa al-Siyasah, Jifid ), Dar al-Kutub al-'Arabiyi, Beirut, L8, him, 24,

184

Hasjmy, Df mana Letaknya Negara Isiam, PT. Bina limu, Surabaya, 1884, him. 191.

"Abd al-Rahman lbn Khaldun, Mugaddimah, Dar el-Fila, Bairut, t. t., him. 262,
Abdullah Ton Umar Ibn Sulaiman al-Damifi, Op. Cit, him. 105.
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Bakar),'® dan setelah wafatnya ihalitah se-
belumnya (bagt selain Abu Bakar). Pemilihan
dengan cara pancalonan atau penunjukan
oteh khalifah sebelumnya dengan terishih
dahuiu mengadaken konsultasi dengan para
sahabatterkernuka dan kemudian dibertahu-
kan kepada umat {slam, dan mereka me-
nyetujuinya. Penunjukan itu tidak karena
ada hubungan keluarga (nepotis} antara
khalifah yang mencalonkan dan calon yang
ditunjuk. Cara Ini terjadi pada penunjukan
Umar cleh khalifah Abu Bakar. Kemudian
" pemilihan dengan cara pambentukan tim
atau Mafiis Sywayang diberuk oleh khalitah.
Anggota tim bertugas memilih salah seorang
darl meraka menjadi khalitah. Cara initerjadi
pada Utsman (bn Affan melalui Maflis Syura
yang dibentuk oleh khalifah Umar yang
enam. terakhir, pengangiatan

spontanitas di tengah-tengah situasi yang
kacau akibat pemberontakan sekelompok
masyarakat muslim yang telah membunuh
Utsman. Cara ini terjadi pada Ali ibn Abj
Thalib yang dipilih oleh kaum pemberontak
dan umat [slam Madinah.?® Jadi prinsipnya
adalah pelaksanaan Pemilu yang demokratis.
Prinsip pelaksanaan Pemilu yang demo-
kratis itu kemudian diformulasikan secara
konseptual oleh para yuris Islam (fugaha?,
dalam berbagai literatur figh yang blasanya
dikaitkan dengan konsep wakalah(lambaga
perwakilan) dalam skup kajian mengenai
wilayah (kekuasaan). Maka dalam perspek-
tif figh, ada empat unsur yang harus terpe-
nuhi dalam lembaga perwakilan, yaitu: Mu-
wakkil (orang yang membetrikan mandat),

waki] (orang yang mendapatkan mandat),
muwakkai fih (segala urusan yang diperca-
yakan kepadanya), dan fkrar (sighaf). Seba-
gai unsur tambahan yang tidak kalah pen-
fingnya adalah adanya ta'yin, yaitu saling
mengetahui dalam {fab kabu! antara wakil
dengan yang diwakilkan. Jika salah satu saja
dari keempat unsur wakalah itu ada yang
tidak terpenuhi, maka psrwakilan itu batal
demi hulkum.,

Unhik konteks Indonesta di era reformasi
yang menuntut adanya perubahan sistemn
Pemilu, telah banyak masukan baik dari ka-
langan akadermisi ((Imuwan) maupun birokeat
yang memberikan kontribusi pemikirannya
mengenai perbaikan sistem Pemilu. Ryaas
Rasyid*” misalnya, lebih cenderung untuk
memilth sistem distrik karena menurutnya
sistem inl relatif lebih demokratis daripada
sistem proporsional. Dalam hal ini, Parpol
hanya jadi payung bagi calon anggotabadan
perwakilan, Jadi sekedar fasilitas bagi si
politisi, bukan penentu kebijakan yang
mutlak, Dengan begitu kekhawatiran bahwa
partai akan mengambil alih hak kedaulatan
akan dapat dihindari. Ringkasnya, sistem
distrik (single member constituency) ma-
nurutnya, memilih orang untuk calon parle-
men. Yang terpilih dianggap wakil aspirasi
masyarakat dalam lingkup distrik dan teritori
tertentu. Sementara itu, pakar Hukum Tata
Negara Prof. DR. Sri Sumantri, SH.# juga
sepakat untuk menggunakan sistem distrik
karena menurutnya, sistem Pemilu propor-
sional yang telah dilakukan di Indonesia
tidak memungkinkan untuk memilin figur

“Taifiq Asy-Syawi, Figh al-Syura wa al-Istisyarah, terjemahan Djamaluddin Z. S., Syura
Bukan Demokrasi, Cetakan Pertama, Gema Insani Press, Jakarta, 1997, him. 398,
). Suyuthi Pulungan, Figh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, Cotakan Pertama, PT.

Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1884, him. 160.
n

Rasyid, "Era Baru, Kedaulatan Rakyat (Sungguhan)” dalam Majalah Hidayatuilah,

Edisi 03/TH X1, Juli 1888, him. 20—21,
Zipid,, him. 21.
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kandidat, sehingga anggota DPR dan MPR
tidak merupakan representatif rakyat, tetapi
mewakili parpol. Hanya saja menuninya,
untuk kasus Indonesia, kelemahan sistem
distrik adalah menyangkut geografi. Wilayah
Indonesta sangat luas, penduduknys tidak
merata, dan wawasan ketatanegaraannya
juga tidak sama. Padahal calon setiap
distrik harus dikenal oleh rakyat setempat.
Sedangkan pakar ilmu politik Prof. DR.
Miriam Budiardjo® lebih setuju dengan
sistem campuran. Alasannya, sistem distrik
sulit dilaksanakan mengingat kondist geo-
grafis. Kombinasi yang dimaksudkannya
adalah, penyusunan daftar caleg seperti
sistemn proporsional, sementara pemilihan-
nya dilakukan seperti sistem distrik, yaitu
memilih crang bukan A
Dari berbagai pendapat para ahli di atas,
nampaknya semua mengarah kepada peng-
gunaan sistem distrik dalam pelaksanaan
Pemilu. Sejalan dengan itu, formulasi figh
jugia lebth dekat mengarah kepada penggu-
naan sistem distrik karena dalamn sistem ini
ada unsur ta'yinyang jelas, yaitu menentu-
" kan pilihan calon {figur) untuk menduduki
parlemen. Dengan demikian, antara wakil
dengan yang mewakillan sama-sama saling
mengetahui terjadinya fab kabul. Di situlah
peristiwa bai'at terjadi. Mode! Pemilu yang
demikian initah yang pemah dipraktikican
pada masa pemerintahan sahabat Nabi
(khilafah rasyidah) yang dapat dilihat pada
paparan historis di atas, di antaranya terlihat
adanya hubungan yang baik antara U Amiri
dan rakyainya. Hal ini terjadi karena adanya
keterikatan langsung antara wakil rakyat
dengan rakyat pemifihnya, sehingga ter-
konstruksi rasa tanggung jawab bersama.

Penutup

Demikianlah uraian tentang “Figh Pe-
milu®, dergan melihat takia historis menge-
nal mode! suksesi kepsmimpinan pada
masa sahabat yang sangat demokratis, pa-
{ut dijadikan contoh oleh bangsa Indonesia
yang mayoritas muslim. Tulisan inl hanya
sekedar urun rembugbagi perbaikan sistem
Pemilu di Indonesia. Apa pun sistemn Pemilu
yang akan diterapkan pada Pemilu menda-
tang, prinsipnya adalah demokratis. @
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